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BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PONOROGO,

bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan
publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ponorogo;

bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengintegrasian dan
pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
perlu kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah dari
seluruh unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ponorogo;

bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ponorogo, perlu mengaturnya dalam
Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Ponorogo;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan
DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);
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Undang-Undang Nomor 36  Tahun 1999  tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 154);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia NomorS5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
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13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 112);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM

PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

T

2
3.
4

i

Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Bupati adalah Bupati Ponorogo.

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang
selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah sebagai unsur pembantu Bupati
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo yang
selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten
Ponorogo yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi,
informatika, statistik dan persandian.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE
adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses
bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan
SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah
masing-masing.

Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan,
menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka,
karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau
bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu
ide, objek, kondisi atau situasi yang selanjutnya digunakan sebagai masukan
sebuah sistem informasi.
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Pusat Data (Data center) adalah fasilitas yang digunakan untukpenempatan
sistem elektronik dan komponen terkaitlainnya untuk keperluan penempatan,
penyimpanandan pengolahan data, dan pemulihan data.

Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan
fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi,
komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat
integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedurelektronik yang
berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,
menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau
menyebarkan informasi elektronik.

Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul
jaringan dalam suatu organisasi.

Sistem Penghubung Layanan pemerintah adalah perangkat integrasi yang
terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah.

Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan
secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.

Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan,
digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu
untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat
dan pemerintah daerah lain.

Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk
dapat bekerja secara terpadu.

Repositori adalah tempat penyimpanan kumpulan-kumpulan software/aplikasi
yang bisa diunduh untuk digunakan.

Kode sumber (source code) adalah suatu rangkaian perintah, pernyataan,
dan/atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang
dapat dibaca dan dipahami orang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur pelaksanaan SPBE di
lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.

Pasal 3

Tujuan pengaturan SPBE adalah sebagai berikut:

a.

menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien
sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan
komunikasi;

menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi
informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan
pelayanan administrasi pemerintahan;

menciptakan sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem
informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan

memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE di lingkungan
Pemerintah Daerah.
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BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.

® 00T

(1)

(2)

(4)

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

Arsitektur SPBE;

Proses Bisnis;

Penyelenggaraan SPBE;

Pemantauan dan Evaluasi SPBE; dan
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

BAB IV
ARSITEKTUR SPBE

Pasal 5

Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional dan rencana pembangunan
jangka menengah daerah, berlaku S (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali.

Dalam rangka penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), setiap Perangkat Daerah memberikan informasi
kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi yang spesifik, terukur dan
realistis sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) setiap tahun.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat dilakukan reviu Arsitektur SPBE.

Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
dengan memperhatikan:

a. perubahan arsitektur SPBE nasional;

hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di pemerintah daerah;

perkembangan keadaan;

kebutuhan daerah; dan

o a0 T

rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan oleh Bupati.

BAB V
PROSES BISNIS

Pasal 7

Pemerintah  Daerah  menyusun Proses Bisnis Dberdasarkan pada
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
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Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung
pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang
terintegrasi.

BAB VI
PENYELENGGARAAN SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan SPBE meliputi:

o a0 o

(1)

(2)

(5)

Kebijakan;

Data dan Informasi;
Infrastruktur SPBE;
Aplikasi;

Keamanan SPBE; dan
Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Kebijakan

Pasal 9

Kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa
peraturan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam bentuk
kebijakan operasional baik yang diperintahkan oleh Pemerintah Pusat maupun
kebijakan Pemerintah Daerah.

Kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa standar
operasional prosedur atau instruksi kerja yang disusun oleh Pemerintah Pusat
maupun kebijakan Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan oleh setiap
Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Data dan Informasi

Pasal 10

Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki
oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari
masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.

Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam SPBE.

Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan,
penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar
interoperabilitas data dan informasi.

Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Setiap Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(6) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip
interoperabilitas dan keamanan.

Pasal 11

Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Pemerintah Pusat bekerja sama dengan
Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Infrastruktur

Pasal 12

(1) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau
pengembangan infrastruktur wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.

(2) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

(1) Dinas berwenang menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur yang
diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan SPBE.

(2) Dinas mengendalikan pengadaan dan pemanfaatan akses internet seluruh
Perangkat Daerah ke wilayah nasional/internasional yang menggunakan
infrastruktur Pemerintah Daerah, Internet Protokol Publik dan bandwidth milik
Pemerintah Daerah.

(3) Dinas berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs
yang boleh diakses oleh Perangkat Daerah.

(4) Pengadaan perangkat baru, penambahan dan/atau penggantian, dilakukan
setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.

(5) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas dapat
bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 14

(1) Dinas melakukan pendataan dan melaporkan aset teknologi informasi dan
komunikasi dari sistem informasi aset Pemerintah Daerah ke Bupati dalam
rangka evaluasi pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi Daerah.

(2) Perangkat Daerah yang mendapatkan perangkat teknologi informasi dan
komunikasi dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi atau lainnya
berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 15

Pemerintah Daerah menggunakan Pusat Data nasional sesuai dengan aturan
perundang-undangan.
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Bagian Kelima
Aplikasi

Pasal 16

Dalam rangka penyelenggaraan SPBE, maka dapat dilakukan perencanaan,
pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi yang terdiri
dari :

a. Aplikasi umum; dan
b. Aplikasi khusus.

Aplikasi Umum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Aplikasi yang dimaksud pada ayat (1) harus menjamin berfungsinya Sistem
Elektronik sesuai dengan peruntukannya dan bisa dilakukan integrasi dengan
Sistem Elektronik lain yang terkait.

Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, Pemerintah
Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.

Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

Pemerintah Daerah harus:

a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;

b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan
pengembangan aplikasi sejenis;

c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses
Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum;

d. mendapatkan pertimbangan dari Pemerintah Pusat.

Pasal 17

Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan
Aplikasi Khusus.

Pemerintah Daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan
aplikasi khusus wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum
diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya serta dalam
pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas.

Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),
terhadap Aplikasi harus dilengkapi dokumen kebutuhan perangkat lunak :

a. dokumen arsitektur atau desain;

b. dokumen manual penggunan; dan

c. source code dengan penjelasan fungsi masing-masing procedure.

Hak cipta atas aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi milik
Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam repositori yang dikelola oleh Dinas.

Pasal 18

Sistem pengamanan aplikasi memuat hak akses penggunaan aplikasi dengan
tujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak
berkepentingan.

Dinas memiliki kewenangan terhadap sistem pengamanan aplikasi umum.

Kewenangan sistem pengamanan aplikasi khusus dikelola oleh Perangkat
Daerah yang bersangkutan.
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Bagian Keenam
Keamanan

Pasal 19

Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan,
keaslian, dan kenirsangkalan (non repudiation) sumber daya terkait data dan
informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.

Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian
keamanan lainnya.

Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
pendeteksian modifikasi.

Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.

Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.

Penjaminan kenirsangkalan (nonrepudiation) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak
ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 20

Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.

Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan
Keamanan SPBE, Bupati dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi
dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang
keamanan siber.

Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur
Keamanan SPBE yang diatur dengan Peraturan Lembaga yang
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pengamanan informasi secara
terintegrasi dan ditujukan untuk melindungi data/informasi milik Pemerintah
Daerah serta meminimalisir kerugian akibat perilaku kriminal di dunia siber
yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Bagian Ketujuh
Layanan

Pasal 21

Layanan SPBE terdiri atas:
a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik;dan
b. layanan publik berbasis elektronik.

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung
tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan
akuntabillitas pemerintah.

Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik
oleh Pemerintah Daerah.

Penerapan dan pengembangan layanan SPBE didasarkan Arsitektur SPBE
Pemerintah daerah.
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Pasal 22

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi layanan yang mendukung kegiatan
di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa,
kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pemantauan dan
evaluasi, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan
internal birokrasi pemerintahan.

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan
pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16.

Pasal 23

Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan
Pelayanan Publik, diselenggarakan sistem informasi terintegrasi yang mudah
diakses masyarakat.

Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sistem informasi yang terhubung langsung dengan seluruh Perangkat Daerah
dan Bupati.

Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi
pelayanan publik, meliputi:

profil penyelenggara;

profil pelaksana;

standarpelayanan;

standar operasional prosedur;

maklumat pelayanan;

pengelolaan pengaduan;dan

R o TP

penilaian kinerja.

Penyelenggara memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap
layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah.

Penyelenggara layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi
wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang
dikelolanya.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
dalam penyelenggaraan SPBE.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan
pelatihan, serta peningkatan kompetensi aparatur pelaksana.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara
monitoring dan evaluasi ketaatan Perangkat Daerah terhadap perencanaan dan
pelaksanaan sesuai peraturan yang berlaku serta peningkatan peran dan
fungsi pelaporan.
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(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara
inventarisasi dan analisis pemanfaatan sumberdaya teknologi informasi dan
komunikasi, penetapan standar biaya penyelenggaraan program Kkegiatan
terkait teknologi informasi dan komunikasi dan izin pengembangan teknologi
informasi dan komunikasi oleh Perangkat Daerah.

(5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan
SPBE dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 25

(1) Perangkat Daerah menyelenggarakan SPBE sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(2) Penyelenggaraan SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.

Pasal 26

(1) Untuk mendukung dan meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola
dan manajemen SPBE Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau
antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah membentuk
Tim Koordinasi SPBE.

(2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati.

(3) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
melakukan koordinasi kebijakan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah
Daerah

(4) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Pemerintah Daerah wajib menyediakan sumber daya manusia bidang teknologi
informasi dan komunikasi sesuai dengan standar kompetensi.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

(1) Anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran
tahunan pemerintah Daerah.

(2) Pemerintah Daerah menyusun anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

(3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan
anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Badan Perencanan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
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BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang sudah
menyelenggarakan SPBE sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib
menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama
2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 1 Juli 2019

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo

pada tanggal 1 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 56.
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR TIYAWAN, S.H.

NIP. 196 07 199303 1 008
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